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Abstrak
 

Tesis ini membahas tentang Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Menuju Sistem Multipartai di

Indonesia Pasca Reformasi, dengan tujuan utama untuk mengetahui pengaturan dan dasar pemikiran

kebijakan penyederhanaan partai, akibat hukum dalam pelaksanaannya terhadap partai politik dan sistem

kepartaian dan batasan-batasannya sehingga tetap sesuai dengan amanat UUD 1945. Penelitian ini dilakukan

dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan

membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan

asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktek yang terjadi sebagai sebuah kajian

terhadap sejarah hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi di

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem multi partai sederhana sebagai salah satu upaya memperkuat

stabilitas sistem pemerintahan presidensiil dan juga untuk mewujudkan partai politik sebagai organisasi

yang bersifat nasional, menciptakan integritas nasional dan menguatkan kelembagaan partai. Perwujudan

kebijakan penyederhanaan partai politik yaitu melalui persyaratan kualitatif dan kuantitatif pembentukan

dan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum, persyaratan kualitatif dan kuantitatif serta persyaratan

ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) bagi partai untuk dapat menjadi peserta pemilihan umum

dan juga persyaratan ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) sebagai syarat untuk dapat

menempatkan kursi di DPR.

Akibat hukum kebijakan penyederhanaan partai politik bagi partai politik adalah : 1) Partai Politik tidak

mendapat status badan, 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu dan 3). Partai Politik tidak dapat

memperoleh kursi di DPR. Meskipun terjadi penurunan jumlah partai politik yang diakui sebagai badan

hukum dan parpol yang dapat mengikuti pemilu, namun dari pemilu 2004 sampai 2009, masih menciptakan

sistem multipartai ekstrim. Namun demikian, Pemberlakuan kebijakan Parliamentary Threshold telah sedikit

menurunkan Nilai ENPP (jumlah efektif partai di Parlemen) yang semula pada tahun 2004 bernilai 7.07

menjadi 6.47. Kebijakan penyederhanaan partai politik merupakan kebijakan yang tidak bertentangan

dengan UUD 1945, karena merupakan pelaksanaan dari Pasal 28 UUD 1945 dan Pilihan kebijakan hukum

(legal policy) pembentuk Undang-Undang, namun demikian terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani

dalam pengaturan kebijakan tersebut, yaitu : prinsip demokratis, Rasional dan Non Diskriminatif.

......This thesis discusses Political Party Simplification Policy Towards Moderate Multiparty System in

Indonesia Post-Reform, with main objective figuring out the arrangement and underlining idea at party

Simplification, legal implication at its implementation on political parties and party system and its

boundaries in keeping in line with the mandate of 1945 Constitution. The research was conducted using the

method of normative legal research, literature study, and comparing applicable legislation to the associated

problems, then with the principles of existing law or doctrine, and with regard to current practices as a study
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of the history of law.

The results of this study demonstrate that the Political Party Simplification Policy Post-Reform in Indonesia

aims to realize a simple multi-party system in an effort to strengthen the stability of the presidential system

of government and also to create a political party as a national organization, promoting national integrity and

strengthen the parties institutionallity. Manifestation of the simplification policies of political parties is

through qualitative and quantitative terms in founding and registrating political parties as a legal entity, as

well as qualitative and quantitative threshold requirement of seats (electoral threshold) for the party to take

part in the elections and voting threshold requirement (parliamentary threshold) as a requirement to be able

to put the seats in Parliament.

The legal consequences of simplification policies of political parties are : 1) Political parties do not get the

status of the legal body, 2) political parties do not take part in the elections and 3). Political parties can not

gain seats in the House. Despite the decline in the number of political parties which are recognized as legal

entities and political parties to follow the election, but the election of 2004 to 2009, it still creates extreme

multiparty system. However, the policy Parliamentary Threshold enforcement lowered ENPP Value

(effective number of parties in parliament) which was originally worth 7.07 in 2004 to 6.47 in 2009.

Simplification policy do not conflict with the 1945 Constitution, simplification policy is an implementation

of Article 28 of the 1945 Constitution and legal policy options of the former act. However, there are

principles that should be followed in setting the policy, namely : democratic principle, rationality and non-

discriminatory


